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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentanz
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor J~~bJ sebagaimana telan diuban dengan uncang­
Undang Nomor '{ 'ranun :.WUU tentang Peruoanan atas
unoang-undang Nomor q', .ranun 1~~~ tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kanupaten Kutai 'nmur, dan Kota

Irsontang u.emoaran rxegara xepunnx rnnonesia .ranun :lUUU
l'wmor 1'+, .ramoanan Lemnaran rsegara xepuoux mconesia
nomor ,j~O:lI;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ketentuan Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 205 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Malinau sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga
perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
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10. Peraturan ..c(...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teIah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856 );

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6119 );

tentang
Republik

Lernbaran

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharann Negara (Lcmbaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nornor4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Ncgara [Lembnran NcgarA.Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tarubahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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18. Peraturan ....

7

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
PengeIoIaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerab /Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnforrnasi Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tarnbahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576), sebagairnana telah
diubah dengan Pcraturan Pcrncrintah Nornor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
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3. Pemerintah Daerah.qI..

2. Bupati adalah Bupati Malinau.

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHDAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tabun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3).

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlaktur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 1477);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
ten tang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Prcsidcn Nomor 16 Tahun 2018 tentang
PengadaAn Barang/dasa Pemcrintah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia TAhun 2018 Nomor 33) sebagairnana
tclah diubah dcngan Pcraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tcntnng Pcrubahan alas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/dasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
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13. Satuan Kerja..........

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggararr/pengguna barang.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplusJdefisit operasional. dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu. .

9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebihZkurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

8. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

7. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.

6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi
pemerintahan Daerah.

5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalarn menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pernerintah daerah untuk mernenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalarn rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, an tar periode maupun antar entitas

4. Akuntansi adalah proses Idcntifikasi, pcncatatan, pengukuran,
pengklasifiknsian, pengikhtisuran transaksi dan kejadian keuangan,
pengiutcrprctasian atas husilnya, serta penyajian laporan,

3. Pemeriutah Dncrnh ndnluh Oupnti scbagai unsur pcnyclenggara
pemcrintahun dacrnh yang mcrnimpin pclaksanaan urusan
pemcrintnhn n ynng mcnjud i kcwcnn ngn n dacrnh olonom.
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24. Bagan .

23. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu peneatatan dan yang belum
dieatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

22. Koreksi adalah tindakan pernbetulan seeara akuntansi agar akunjpos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas rnenjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

21. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang rnerupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pernerintah Daerah.

20. Kewajiban adalah utang yang tirnbul dati peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya rnengakibatkan aliran keluar surnber daya ekonomi
Pemerintah Daerah.

19. Aset adalah sumber daya ekonorni yang dikuasai danj atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dati peristiwa masa lalu dan dati mana
manfaat ekonomi danj atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk surnber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat urnum dan sumber­
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

18. Beban adalah penurunan manfaat ekonorni atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

17. Belanja adalah sernua pengeluaran dati rekening kas umum Daerah yang
mengurangi saldo anggaran Iebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali oleh
Pemerintah Daerah.

16. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

15. Pendapatan-Ll-A adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah
) ang menambah saldo anggaran lebih dalarn periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kernbali oleh Pemerintah Daerah.

14. Pejabat I cngcloln Kcuungan Daerah yRng sclanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SI{PI(Dyang mcmpunyai tugas mclaksanakan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja Dacrah dan bertindak sebagai
bendahara umurn Daerah.

I 3. Satuan Kcrja Pcngcloln Kcuangnn Dacrah ang selanjutn a disingkat
SKPKD adalah unsur pcnunjang Urusan r cmerintahan pada Pernerintah
Daernh ) ang mclnksnnakan Pcngclolaan Kcuangan Dacrah.
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BAB IV

f
.

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas
Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, pembiayaan,
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi, penyusunan laporan
keuangan serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah
Daerah.

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas
Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan
SKPD.

Pasal 4

b. sistem Akuntansi SKPKD.

a. sistem Akuntansi SKPD;

SAPDtercliri atas:

Pasal3

BAB III
SAPD

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kebijakan
Akuntansi ke dalam proses Akuntansi dalam rangka penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman
pada standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual.

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah
Daerah,

Pasal2

BAlJ 11
MAKSUD DAN TUJUAN

24. Bagan Akun Standar .ang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klnsifikasi tcrkait transaksi kcuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pcdoman dalam pclaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pernerintah Dacrah.
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Pasal8 ..

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Malinau Nomor 205 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor
205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 60), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaran pada Neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(1) BAS merupakan pedornan bagi Pemcrintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi akun yang menggarnbarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.

Pasal 6

BABIV
BAS
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.BERITADAERAH KABUPATENMALINAUTAHUN 2023 NOMOR 24.

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 18 Desember 2023

LINAU,

Ditetapkan di Malinau
Rada..,tanggal 18 Desember 2023

~:\.)p

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maliriau.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8
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